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ABSTRACT

This study examines the development strategy for Micro, Small, and
Medium Enterprises (MSME) through the Agrarian Reform Access Program in
Sememi Village, Benowo District, Surabaya City. The research background stems
from the implementation of asset management through the Complete Systematic
Land Registration (PTSL) program in 2018, followed by access management
activities in 2023-2024, resulting in the formation of six local potential-based
business groups. This study aims to 1) identify the role of stakeholders in supporting
community empowerment strategies through agrarian reform access 2) analyze the
program's impact on improving the community's economy through strengthening
MSMEs and 3) formulate strategies that can be implemented to optimize
sustainable MSME development.

The research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data
collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and
documentation with ten beneficiary MSMEs, as well as officials from the Surabaya
City Land Office I, the Investment and One-Stop Integrated Services Agency
(DPMPTSP), the Agriculture and Food Security Agency (DPKP), and Sememi
Village. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model,
encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings revealed three main findings. First, stakeholders'
roles were implemented collaboratively across sectors. The Land Office served as
the primary coordinator through social mapping and the formation of the Agrarian
Reform Task Force (GTRA). The DPMPTSP facilitated business legality through
the issuance of Business Identification Numbers (NIB) based on the OSS system.
The DPKP served as a technical facilitator for agriculture, and Sememi Village
served as a mediator between the community and stakeholders. Second, the
program's impact on economic growth was positive but uneven. Of the ten MSMEs
interviewed, seven experienced expanded marketing reach and increased income.
Third, strategies to optimize sustainable MSME development include strengthening
cross-sector institutional coordination through a scheduled GTRA mechanism,
optimizing digital marketing through marketplaces and the e-Peken platform,
integrated with increased production capacity and product innovation and
strengthening access to collateral-free capital for micro-scale businesses, along
with the provision of needs-based production infrastructure.

This research confirms that the success of the agrarian reform access
program is determined not only by the legalization of land assets, but also by the
adaptive capacity of business actors, the quality of cross-sector coordination, and
equitable distribution of support to all beneficiary groups in accordance with the
principles of social justice as mandated in Presidential Regulation Number 62 of
2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform.

Keywords: Agrarian Reform, Access Reform, Community Empowerment, MSME:s,
Income Improvement
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kebijakan Kantor Pertanahan dalam program pelaksanaan
Reforma Agraria yang memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023 mengenai proses percepatan pemerataan sektor
ekonomi untuk memberian hak atas tanah dilakukan suatu upaya untuk
peningkatan kepemilikan tanah (Wibowo dkk., 2022). Sebagaimana pada
kegiatan tersebut Kantor Pertanahan melaksanakan pembaruan melalui bentuk
Penataan Reforma Agraria yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun
sangat penting untuk menjamin bahwa tanah diubah menjadi sumber daya
ekonomi secara produktif yang dapat meningkatkan angka pendapatan rumah
tangga. Melalui adanya Redistribusi Tanah dan penguatan kepastian hukum
Kementerian ATR/BPN dapat memfasilitasi adanya transformasi sosial
ekonomi yang berkelanjutan, dalam implementasi kebijakan sebagian besar
bergantung pada kolaborasi antar lembaga maka kualitas pengawasan dan
keberlanjutan inisiatif pembangunan ekonomi lokal.

Kebijakan ini menjadi dasar berlakunya tentang kepemilikan tanah yang
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta pemberian akses
atas tanah kepada masyarakat melalui kegiatan reforma agraria dapat
meminimalisir adanya suatu ketimpangan sengketa pertanahan (Riyadi dkk.,
2020). Oleh karena itu, maka Kantor Pertanahan merupakan bagian penting
dalam melakukan program strategi yang melibatkan program penataan yang
berbasis keadilan sosial. Reforma agraria merupakan program strategis yang
mempunyai peranan penting dalam upaya menyeimbangkan struktur proses
dalam penyelesaian konflik agraria dan memungkinkan perekonomian subyek
reforma agraria mencapai perekonomian yang adil (Riyadi dkk., 2020).
Dengan demikian dalam kebijakan ini maka proses dapat dimulai dari
pemberian informasi aspirasi yang didukung dari masyarakat, sehingga
mampu menjalankan fungsi sosial dengan meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan secara merata pada tujuan program pembangunan berkelanjutan.



Kegiatan pelaksaaan reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu penataan
aset merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah. Hal ini
bergunan dalam mengatur kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah sebagai kerangka hukum untuk menciptakan kepastian
hukum keadilan yang berujuk pada penguasaan dan kepemilikan tanah. Istilah
dari penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi agar
memperoleh adanya peningkatkan kesejahteraan sehingga memberikan
dukungan agar dapat mengembangkan sumber daya sesuai dengan petunjuk
teknis penataan akses reforma agraria tahun 2024.

Reforma agraria yang tercantum dalam pasal penjelasan Undang —
Undang Pokok Agraria (UUPA), menyoroti seberapa hal krusial yang bagi
pemilik tanah untuk mengatur lahan pertanian. Hal ini mengutamakan bahwa
pemilik lahan harus berpartisipasi secara langsung dalam mengelola lahan
mereka untuk meraih level produktivitas tertinggi yang disebutkan penelitian
(Resti & Wulansari, 2022). Reforma agraria yang ada di Indonesia mempunyai
kebijakan dalam hal pertanahan yang terdapat suatu kegiatan pembenahan
bahwa penguasaan dan kepemilikan menjadi sistem nasional pada tahun 1960-
1967.

Upaya untuk mengatasi masalah pelaksanaan reformasi agraria di
Indonesia dapat dijelaskan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 yang telah diperbarui menjadi Perarturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023
hasil keputusan oleh MPR Nomor IX/MPR/2001, hal ini merangkum suatu
prinsip-prinsip terhadap Reformasi Agraria yang dapat diverifikasi untuk
diimplementasikan melalui dua metode yang berbeda, 1) penataan aset
meliputi redistribusi tanah dan proses legalisasi, 2) penataan akses bertujuan
untuk meningkatkan suatu kemampuan bisnis dan memperkuat kerangka
kelembagaan sehingga mempengaruhi ekonomi yang berpenghasilan rendah.
Hal ini dicapai dengan adanya menyediakan mekanisme pendukung untuk
penambahan nilai dalam budidaya, inovasi kewirausahaan, yang harus
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Reformasi penataan dapat diharapkan adanya respon masyarakat yang

menjadi dukungan agar dapat dilakukan analisis kesiapan dalam pelaksanaan



program reforma agraria. Kebijakan tersebut dapat langsung dilakukan dengan
cara redistribusi tanah yang diperuntukan pada masyarakat ekonomi rendah.
Dengan terjadinya hal tersebut pemerintah dapat mewujudkan dalam rangka
untuk terdirinya atas sektor pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah sehingga dapat meningkatkan adanya kesejahteraan
keadilan sosial. Sedangkan dalam kegiatan reforma agraria agar dapat
difokuskan pada pemberian kepastian perlindungan hukum melalui adanya
kegiatan penataan aset (aset reform) serta penataan akses (access reform).

Pada petunjuk teknis penataan askses agraria tahun 2024 untuk para
subjek yang dapat dilibatkan dalam bentuk bantuan program kerja sama
berbagai stakholder yang secara langsung berkesinambungan. Kementerian
ATR/BPN bertugas untuk mendorong bagi masyarakat yang pendapatan
rendah agar bisa mendapatkan program dari legalisasi aset supaya menjadi
lebih produktif dalam melaksanakan sarana dan prasarana (Fajri dkk., 2024).
Reforma agraria terdapat dalam penjelasan pasal UUPA yang menekankan
seberapa pentingnya bagi pemilik tanah untuk mengatur lahan pertanian
dengan aktif. Secara optimal karena pada awal pelaksanaan reforma agraria
usaha ini khusus ditujukan untuk petani yang sama sekali tidak memiliki lahan
atau yang mempunyai tanah dengan ukuran kurang dari 0,5 hektar

Menurut penelitian oleh Nurdin (2017) bahwasannya agar dapat untuk
mengurangi angka kemiskinan, kegiatan reforma agraria dapat menjadi salah
satu program prioritas nasional untuk atas keberhasilan dalam adanya
pelaksanaan kebijakan reforma agraria dapat ditentukan melalui tanah objek
reforma agraria (TORA). Ketimpangan reforma dapat berdampak karena
tingginya kemiskinan maupun lemahnya terhadap kemandirian masyarakat
untuk dilakukan pengelolaan sumber daya agraria. Nilai keberhasilan tidak
hanya bergantung pada terjadinya kebijakan hal tersebut tetapi juga dapat
dengan kesiapan masyarakat untuk mencari mata penghasilan, yang difasilitasi
oleh kantor pertanahan berpengaruh terhadap signifikan.

Reforma agraria bertujuan untuk menjawab atas ketimpangan yang
terjadi sehingga kegiatan tersebut diharapkan agar dapat mengimplementasi

atas kemandiran secara perekonomian yang disebutkan penelitian oleh



Waryanta (2016), secara adanya reforma penataan akses dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat bisa menekankan bahwa suatu kelompok yang
dapat bertindak agar memecahkan sebuah permasalahan dalam kebutuhan
sosial dan sumber daya. Pemberdayaan juga memiliki atas konsep yang dasar
sektor pembangunan ekonomi dari sebuah nilai-nilai sosial yang berpusatan
pada aktivitas partisipasi masyarakat (Khairunia dkk., 2024).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria
Tahun 2023 dalam penataan akses reforma agraria akan dilakukan terdapat tiga
tahap a) pertama menerima akses reforma agraria, b) kedua merancang
kelembagaan akses reforma agraria, c) fase ketiga mengembangkan suatu
usaha dan mendukung dalam akses pemasaran. Terlihat dari sektor eratnya
peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung agar
para petani memperoleh suatu tempat yang lebih luas untuk dilakukan UMKM.

Mendapati penelitian yang dilakukan oleh Alvian & Mujiburohman
(2022) pelaksanaan dapat dilakukan melalui adanya gugus tugas reforma
agraria sebagaimana dasar untuk kegiatan pada tingkat daerah, serta
melaksanakan kesejahteraan masyarakat agar mencapai sasaran sesuai dengan
Perarturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria. Peran
Gugus Tugas Reforma Agraria berdasarkan daerah strategis maupun memiliki
suatu tantangan agar dapat menemukan solusi, dalam melakukan koordinasi
agar dapat mempercepat program pemerataan akses sumber daya agraria
terhadap kelompok yang berada di pedesaan dengan peningkatan pendapatan.

Hasil terjadinya kegiatan pendampingan dalam usaha dapat memberikan
suatu arahan yang menimbulkan jadinya sumber kehidupan masyarakat para
pelaku usaha pada lokasinya terjadinya rerforma agraria, pembentukan
kelompok akan mendapatkan implementasi fasilitas peningkatan produktivitas
usahanya yang menjadi salah satu kunci atas keberhasilan pada keterbatasan
atas akses permodalan dan pemasaran yang disebutkan oleh Rohman (2019).

Di Kelurahan Sememi telah dilaksanakan penataan aset melalui program
PTSL pada tahun 2018 dan memiliki potensi usaha berbasis sumber daya lokal.
Pada tahun 2023 dilakukan pemetaan sosial terhadap penerima sertifikat,

kemudian pada tahun 2024 dilaksanakan penguatan kelembagaan dan



pendampingan hingga terbentuk enam kelompok usaha, terdapat hasil kegiatan
di Kelurahan Sememi sebanyak enam kelompok usaha yaitu 1) Kelompok
petani pandawa berjumlah 34 orang, 2) Kelompok warmin sejahtera 39 orang,
3) Kelompok batik anggrek 5 orang, 4) Kelompok batik semanggi 5 orang, 5)
Kelompok kuliner semanggi larasati 32 orang, dan 6) Kelompok usaha krupuk
mekarsari 11 orang.

Mencakup atas dasar dari wilayah Kota Surabaya yang terus berkembang
Kelurahan Sememi menghadapi suatu tantangan dalam menyeimbangkan
pertumbuhan peningkatan pendapatan dengan kegiatan pendampingan usaha.
Agar pendampingan usaha merupakan suatu bentuk program yang bertujuan
untuk mendukung reforma agraria dalam meningkatkan kapasitas dan
produktivitas usaha, yang memerlukan sinergi antara Kantor Pertanahan
dengan Pemerintah terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendukung permasalahan dalam
permodalan, bimbingan teknis dan pemasaran.

Penelitian ini menjadi fokus pada tujuan untuk mengkaji berdasarkan
bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam melibatkan pemilik usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penataan akses reforma agraria
di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya dengan fokus pada identifikasi masalah
potensi serta model implementasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat
peran reforma agraria sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh
karena itu, program ini dapat menarik potensi dalam peningkatan pendapatan
untuk memberikan suatu pengalaman kepada pelaku usaha tentang bagaimana

memahami suatu kualitas teknologi.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran stakeholder untuk bekerjasama dengan BPN dalam
mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berbasis agraria melalui
akses reforma?
2. Bagaimana dampak program akses reforma terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat melalui penguatan UMKM?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan dalam upaya untuk mengoptimalkan

pengembangan UMKM yang berkelanjutan?



C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran stakeholder dalam bekerjasama dengan BPN dalam

mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berbasis agraria melalui

akses reforma.

2. Menganalisis dampak program akses reforma terhadap peningkatan

ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM.

3. Merumuskan strategi yang dapat dalam mengoptimalkan pengembangan

UMKM yang berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1.

Mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam
pelaksanaan  akses reforma agraria sebagai  instrumen
pemberdayaan masyarakat.

Untuk menganalisis kebijakan dalam penataan akses reforma
agraria yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan
stakeholder terkait untuk melihat sinergi kolaborasi lintas lembaga

dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

b) Manfaat Praktis

1.

Kantor Pertanahan mempunyai kesempatan dalam memperkuat
model pemberdayaan masyarakat berbasis hasil agraria pada
pertumbuhuan ekonomi untuk mengoptimalkan prosedur dalam
meningkatkan  partisipasi  masyarakat serta mengurangi
ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia.

Bagi masyarakat penelitian ini mempunyai harapan yang tinggi
agar hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan pemikiran
dan tindakan nyata untuk mencapai pekerjaan pertumbuhan
ekonomi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dapat

tercapai.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program

Akses Reforma Agraria di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota

Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peran stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat berbasis agraria
melalui Program Akses Reforma Agraria dilaksanakan secara kolaboratif.
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I mengoordinasikan pelaksanaan
program, DPMPTSP memfasilitasi legalitas usaha, akses pasar, dan
permodalan, DPKP memberikan dukungan teknis pertanian, sedangkan
Kelurahan Sememi berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan
stakeholder. Kolaborasi ini membentuk ekosistem pemberdayaan UMKM,
namun efektivitasnya masih terkendala oleh koordinasi lintas OPD yang
belum optimal..

Dampak Program Akses Reforma Agraria terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat melalui penguatan UMKM menunjukkan hasil yang positif
namun belum merata. Berdasarkan dari sepuluh pelaku UMKM yang
menjadi informan penelitian, tujuh pelaku usaha mengalami perluasan
jangkauan pemasaran dan peningkatan pendapatan, sedangkan tiga pelaku
usaha belum merasakan perubahan yang berarti. Kelompok usaha berbasis
produk kreatif dan potensi lokal memperoleh dampak paling besar, seperti
Krupuk Mekarsari dengan pendapatan tertinggi mencapai Rp15.000.000
hingga Rp20.000.000 per bulan, serta Batik Semanggi yang menembus
pasar luar Pulau Jawa dengan omset Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000
per bulan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya
ditentukan oleh legalisasi aset tanah, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi
pelaku usaha dan keunikan produk yang dimiliki, sehingga manfaat
program belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang paling rentan.
Strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengembangan

UMKM secara berkelanjutan mencakup tiga pilar utama. Pertama,
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penguatan koordinasi kelembagaan lintas sektor melalui mekanisme rapat
GTRA yang terjadwal disertai penetapan indikator kinerja bersama antar
OPD. Kedua, optimalisasi pemasaran digital melalui marketplace,
platform e-Peken, dan media sosial yang diintegrasikan dengan penguatan
kapasitas produksi, inovasi produk, serta pembangunan identitas merek
(branding) produk lokal. Ketiga, penguatan akses permodalan dan
pemberian sarana prasarana produksi yang berkeadilan, antara lain melalui
skema kredit tanpa mensyaratkan agunan bagi usaha skala mikro serta
penyusunan peta kebutuhan sarana produksi yang tepat sasaran dan tepat
guna. Dalam strategi tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial
dan ekonomi sebagaimana dicita-citakan dalam Peraturan Presiden Nomor

62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Kantor Pertanahan dan tim GTRA, perlu memperkuat koordinasi lintas
sektor melalui penjadwalan rapat sinergitas secara berkala dengan agenda
yang jelas dan terukur, penetapan indikator kinerja bersama antar-OPD,
serta penguatan peran Kelurahan Sememi sebagai ujung tombak
monitoring dan evaluasi di lapangan dengan dukungan sistem pelaporan
digital.

DPMPTSP dan lembaga keuangan, perlu menyediakan skema pembiayaan
usaha dengan suku bunga rendah dan tanpa mensyaratkan agunan bagi
pelaku usaha skala mikro, disertai pendampingan literasi keuangan agar
masyarakat memahami mekanisme serta manfaat pemanfaatan sertifikat

tanah sebagai instrumen permodalan usaha.

. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu dapat memprioritaskan

bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, pestisida nabati secara
berkelanjutan, dan perbaikan sistem irigasi kepada kelompok petani yang
paling rentan, serta mempertimbangkan pengembangan kawasan pertanian
terpadu guna menjamin ketersediaan bahan baku lokal.

Pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas adaptasi dan literasi digital,
melakukan inovasi dan diversifikasi produk berbasis potensi lokal, serta
membangun jaringan ekosistem antar pelaku usaha, misalnya kelompok
petani semanggi sebagai pemasok bahan baku bagi kelompok kuliner dan
pengrajin di Kelurahan Sememi.

Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan kajian lanjutan mengenai
keberlanjutan program dalam jangka panjang, model pembiayaan yang
sesuai bagi pelaku usaha mikro, serta strategi pendampingan yang lebih
spesifik bagi kelompok usaha perdagangan dan pertanian yang belum

berkembang secara optimal.
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